
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal 

mengenai peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera 

Barat dalam pemberian dan pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah, yaitu: 

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 

telah melakukan proses perizinan sesuai dengan yang terdapat dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017. 

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

perusahaan/badan usaha tidak terdapat keluhan yang berarti dalam 

proses pengurusan izin. 

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 

telah melakukan pengawasan terhdap pemegang Izin Pengusahaan Air 

Tanah, namun pengawasan tersebut belum maksimal. Adapun belum 

maksimalnya pengawasan yang dilakukan disebabkan oleh beberapa 

kendala. Kendala-kendala yang ditemukan adalah masih banyaknya 

perusahaan/badan usaha yang belum memiliki izin dan terdapat 

beberapa perusahaan/badan usaha yang tidak mengindahkan 

pemberitahuan serta kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk 

mengurus izin, belum adanya regulasi mengenai petunjuk teknis 

pengawasan, belum maksimalnya jumlah data yang dimiliki, serta 

keterbatasan anggaran. 

 



 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis merekomendasikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu segeranya dibuat peraturan yang mengatur tentang air tanah 

secara sistematis  karena air tanah merupakan sumber daya alam yang 

langka sehingga perlu adanya mekanisme pengelolaan dan 

pemanfaatan secara berkelanjutan, dan perlunya peran kepala daerah 

dengan mengeluarkan produk hukum seperti peraturan gubernur yang 

mengatur mengenai petunjuk teknis/SOP pengawasan. 

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus lebih meningkatkan 

tingkat pengawasan. Karena dari data yang diperoleh, persentase 

perusahaan/badan usaha yang sudah dilakukan pemeriksaan masih 

kecil dibanding jumlah pemegang izin. Selain itu dapat membuat 

sosialisasi yang lebih masif sehingga menimbulkan kesadaran bagi 

pengguna air tanah untuk mengurus izin. 

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 

harus secara tegas menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, 

penghentian sementara seluruh kegiatan atau pencabutan izin kepada 

perusahaan-perusahaan/badan usaha yang tidak memenuhi 

kewajibannya sebagai pengguna air tanah. 

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 

dapat meningkatkan dan memperbaharui data penggunaan air tanah 

sehingga memudahkan pengawasan dan pemakaian air tanah dapat 

terkontrol. 



 

 

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama-sama dengan 

instansi lain yang berkaitan harus membangun sebuah komitmen  

untuk menertibkan perusahaan-perusahaan/badan usaha pengguna air 

tanah yang tidak memiliki izin. 

 


